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‘GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR: 421 .3/Kep.505-smk/aoo7
TENTANG
AH MENENGAH ATAS. CAHAYA MADANI

_SCHOOL (SMA CMBBS) PADA INSTALASI
“ENGGARAAN PENDIDIKAN KIUSUS DINAS

N ‘___OVINSI BANTEN SEBAGAI SEI(OLAH NEGERI

"GUBERNUR BANTEN, -

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50
ayat (3) dan (4) Undang- Undang,Nomm 20 Tahun 2003
tentang  Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah
Provinsi Banten dengan Peraturan Gubernur Banten
Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan
Olgmlsasi dan Tata Kerja Balai = Pényelenggaraan,
Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi
Banten dan Keputusan Gubetnur Banten Nomor
421/ Kep.200-Huk /2005 tentang Izin'Operasional Sekolah
Menengah Atas (SMA) Unggulan:Cahaya Madani Banten
Boarding School Provinsi Banten,_telah membentuk

. Sekolah Menengah  Atas ahaya Madaru Banten

4 '-'Boaldmg, School (SMA CMBBS) scbagal salah satu
Instalasi  penyclenggaraan  satuan pendidikan yang

~bertaraf Internasional yang lung,g'\ saat ini belum

,'-b' status-sebagai Sekolah Negeri;

b baliws  berdasarkan pe:hmbangan_ sebagaimana

dimaksud dalam hurufl a, perlu ditetapkan Sekolah
~Menengah Atas Cahaya Madani Banten. Boarding School
_.":(SMA CMBBS) pad“\ Instalasi Balai Penyelenggaraan
Pendidikan Khusus Dinas Pu\drdlkan Provinsi Banten
Sebabal Sekolah  Negeri yang dltet‘lpkan dengan
'Keputusan Gubernur. e

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembarith Negara Republik
[Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
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g 2 Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2000 tgntaﬁ
--Perpbentukan Provinsi Banten (Lembaran Neg'\rg
| ubllk Ilndomsm Talun ZGOO,tNomSJr.t‘lSZ,, Tambahan
| ';egala Re lik TRdohesia ‘Nomlor 4010)

20=Tahur .20%3 .tentang Sistem
' -_'__”aran Negara Republik
73‘ 'Tambahan Lernbaran

: -'2004 tentang

2

X sebaga;mana
, mor 8 Tahun

angan Keumga

Pémerintahan Daerah  (Leml N
_onesm I“ahun 2004 Nomo h n Lembaran

gara Repubhk Indonesia NO!

Indonmn Tahun '1991 Nomor
Nega 1_Republnk Indonesia No

eraturan Pemcrmtah Nomor 39 .'.9'9_?._ tentang
eran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
(Lembamn Negara  Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3485);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
~Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan. Daerah
.PrCINll'lbl dan Pemerintahan; Daerah Kabupaten/l(ota

mbatan. - Ne&ala_l Republlk" Inl onesxa Tahun 2007

_'okok Pokok Pengelolaa .,' (éuangan Daerah
si Banten (Lembaran * Dacrah Provinsi Banten

‘Taliun 2006 ‘Nomor 48, T"lmbﬂ'lan L.embaran Daerah
o .-Provms: Banten Nomor 2 Serl E).

Menperhatikan '..'1_;'..__:-‘_](eputus'm Menteri I’endlc’nkan - Nasional  Nomor
" 7060/U/2002 tentang Pedoman: Pendlrlan Sekolah

2. Peraturan Gubernur Banten Norior 29 Tahun 2006
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Balai Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada
Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 421.9/Kep.200-
Huk/2006 tentang lzin Operasional Sckolah Menengah
Atas (SMA) Unggulan Cahaya Madani Banten Boarding

~School (CMBBS);
MEMUTUSKAN
Menetapkan 3 . __
KIESA'TU : Menetapkan Sekolah Menengah Atas: ‘Cahaya Madani

Banten Boarding School (SMA CMBBS) pada Instalasi Balai
Penytlt_nbbaman Pendidikan Khusus, Dinas Pendidikan

Proyinsi Banten Sebagai Sekolah Negen

KEDUA . Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,

berkedudukan di Kecamatan Pandeglang, Kabupaten
Pandeglang, Provinsi Banten.

KETIGA . Biaya penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud

pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran v
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dan
sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
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KEEMPAT 5 I-Kgput:us-an ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan d1 S é rang
~ padatanggal 31 Juli 2007

Tembusar

Yth. Menteri Pendidikan Nasional;

yth. Ketua DPRD Provinsi Banten;

Yth. Kep ala BAWASDA Provinsi Banten;

Yth. Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Banten;
Yth. Kepala Biro I§ge‘_uapg_;m Setda Provinsi Banten;

6. Yih. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
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